
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa struktur organisasi Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada
Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan-Badan Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada
Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah tentang Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara
Barat;



Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Than 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);



10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang
Klasifikasi Rumah Sakit;

11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

4. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

6. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi yang bersifat khusus
pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan
layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang



kepegawaian, dan dikategorikan ke dalam rumah sakit umum
daerah dan rumah sakit khusus daerah.

7. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau
jenis penyakit.

8. Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Mata
merupakan rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan
kesehatan  mata milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Pimpinan Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah
Direktur.

10. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter
gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di
unit pelayanan rumah sakit.

11. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah
suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam
jabatan fungsional.

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

13. Kelompok Jabatan Fungsional aalah suatu kelompok yang terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat
dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD.

16. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit Mata
Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya
(social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Rumah Sakit Mata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
bersifat khusus berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

(2) Rumah Sakit Mata sebagai unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Rumah Sakit Mata memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

(4) Rumah Sakit Mata dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT MATA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Mata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
mata, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani
pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang
kesehatan mata dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan
bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Mata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rumah Sakit Mata menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan asuhan

keperawatan;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
c. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan;
d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan

kerumahtanggan;
e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan dan

asset;
f. penyelenggaraan informasi dan teknologi rumah sakit;
g. penyelenggaraan pelayanan rujukan khusus kesehatan mata;

dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(3) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Mata memiliki
otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
serta Bidang Kepegawaian.

(4) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta
bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Rumah
Sakit Mata bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian
serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di Rumah Sakit Mata.

(6) Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

(7) Tata cara dan format penyusunan laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan kepegawaian
serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di Rumah Sakit Mata
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan teknis lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan
teknis unit pelaksana teknis daerah ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kepala Seksi Pelayanan;
d. Kepala Seksi Penunjang;
e. Instalasi;
f. Dewan Pengawas;
g. Satuan Pemeriksa Internal;
h. Komite;
i. Kelompok Staf Medis; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (6), direktur Rumah Sakit Mata ditetapkan selaku
kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), direktur Rumah Sakit Mata memiliki tugas dan
kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang

dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat

penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

(3) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pejabat pengelola keuangan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diverifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (6), direktur Rumah Sakit Mata melaksanakan belanja
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Direktur Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja Rumah Sakit Mata.



(6) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (6), direktur Rumah Sakit Mata melakukan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang
merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan keuangan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(8) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.

(9) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (6), dilaksanakan melalui ketentuan :
a. direktur Rumah Sakit Mata dapat mengusulkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan;

b. direktur Rumah Sakit Mata memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan

c. direktur Rumah Sakit Mata memiliki kewenangan dalam
pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit
Rumah Sakit Mata sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Direktur Rumah Sakit Mata menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah
Sakit;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;

c. pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, bidang
pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;

d. pengawasan, pengendalian kegiatan Rumah Sakit Mata; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.



Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan
bertanggungjawab kepada Direktur.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan wewenang
dalam melaksanakan sebagian tugas Direktur yaitu melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan lingkup
administrasi umum, kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta
perencanaan, keuangan dan asset.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaporan kinerja

rumah sakit;
b. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan

kerumahtanggaan;
c. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
d. penyelenggaraan pelayanan informasi dan teknologi rumah

sakit;
e. pengendalian, keamanan dan ketertiban rumah sakit; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan

Pasal 7

(1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan wewenang dalam
melaksanakan tugas pokok direktur dalam pelaksanan
penyusunan kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan,
pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas pelayanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan
mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan

petunjuk teknis pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan
medik dan pelayanan keperawatan;

b. pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan;

c. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program lingkup tugas pokok pelayanan medik dan
keperawatan;

d. pelaporan dan pengkajian hasil pelaksanaan lingkup tugas
pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan



e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang

Pasal 8

(1) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pokok Direktur dalam penyusunan kebutuhan pelayanan
penunjang, pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas
penunjang.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penunjang
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan

petunjuk teknis pengelolaan lingkup penunjang;
b. pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program lingkup penunjang;
c. pelaporan  pelaksanaan kegiatan lingkup penunjang; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Organisasi Non Struktural

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

(2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD

dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
mengenai:
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan

BLUD; dan



3. kinerja BLUD.

(3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang

diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai

pengeluaran.

(4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan,
proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

Paragraf 2
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 10

(1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit Mata
yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya
(social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

(2) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur.

(3) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Komite

Pasal 11

(1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli
atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan
strategis kepada direktur Rumah Sakit Mata dalam rangka
peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

(2) Pembentukan komite ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit Mata
sesuai kebutuhan rumah sakit paling kurang terdiri dari Komite
Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain serta
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

(3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite
ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4
Kelompok Staf Medis

Pasal 12

(1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja di
bidang medis dalam jabatan fungsional.

(2) Pembentukan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

(3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan
pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga
profesi terkait.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf
Medis ditetapkan oleh Direktur.

(6) Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan.

Paragraf 5
Instalasi

Pasal 13

(1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan non
medik, penunjang medik dan non medik, pendidikan
dan penelitian rumah sakit.

(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa
Tenggara Barat sesuai kebutuhan rumah sakit.

(3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh direktur.

(4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
tenaga tenaga fungsional dan atau non medik.



(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan sifat dan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung
jawab kepada Direktur, secara operasional berkoordinasi dan
bertanggungjawab kepada kepala seksi dan kepala subbag sesuai
pembidangannya.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi, SPI, Komite, Kelompok Staf Medis,
Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Rumah Sakit, serta instansi lain di luar Rumah
Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Direktur bertanggungiawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap pejabat struktural bertanggungjawab kepada Direktur dan
menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
diperlukan.

(4) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima
oleh Direktur wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.



(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui
Dewan Pengawas dengan tembusan kepada kepala satuan unit
organisasi lain dilingkungan satuan organisasi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang
dilaksanakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit, Asosiasi
Perumahsakitan, dan Organisasi Profesi.

BAB VII
JABATAN

Pasal 16

(1) Direktur Rumah Sakit Mata Merupakan Jabatan Eselon III/b atau
Jabatan Administrator.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Mata
merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

(3) Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Mata, diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Rumah Sakit Mata bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayan lain yang sah.



BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Rumah Sakit Mata, tetap dalam kedudukannya

masing-masing sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh

Gubernur.

(2) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan

Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya

keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2019 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SI.
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196205151988122002



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

DIREKTUR

KEPALA SEKSI
PELAYANAN

KEPALA SEKSI
PENUNJANG

KASUBBAG
TATA USAHA

JABATAN
FUNGSIONAL


